KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan
Pengumuman Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan
efisien;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25/PK.01-
BA/1306/2025 tanggal 29 Juli 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Agam;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

idih.kpu.go.id/sumbar/agam




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumuman
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HERMAN SUSILO

KABUPATEN AGAM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

idih.kpu.go.id/sumbar/agam




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 26/0ORT.06/1306/2025

. TENTANG
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

JL.Veteran No.7 Padang Baru — Lubuk Basung
Telp. (0752)76012

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam



KOMISI PEMILIHAN UMUM
£ KABUPATEN AGAM

& PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nomor SOP | Nomor Tahun 2025
Tgl 28 Juli 2025
Pembuatan:
Tgl Revisi: -
Tgl Efektif: 29 Juli 2025
Disahkan
Oleh
A
Nama SOP | Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah pelaksana

. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
.PKPU Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pelayanan dan
Pengelolaan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum

. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilu dan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota

. PKPU No.14 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU,
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Mengetahui

Informasi Kepemiluan dan

Kelembagaan,

4. Mampu

hubungan

layanan;

internet;

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami standar pelayanan publik;
3. Mampu mengelola administrasi dokumen;

berkomunikasi dan  menjalin

yang baik dengan pengguna

dan

Mampu bekerja sama dalam tim

Minimal 2 orang
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5. Peraturan Komisi InformasiNomor
1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan KPU Nomor
88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang
SOP Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Informasi Publik

komputer, meja, kursi, rakinformasi, papan pengumurnan

Peringatan

Pencatatandan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan
sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan
2. Laporan (Harian dan Bulanan)
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PEJABAT ™M PETUGAS KETERANGAN
PPID | PENGHUBUNG PPID A | RARSRE | SRR
1. Mengumumkan
informasi publik yang Nota Dinas/ Publikasi
ada dibawah - Disposisi/ Tentatif Informasi
wewenang PPID KPU Arahan Publik
Kabupaten Agam
2. | Menyebarluaskan Penyebarluasan
Informasi Publik | informasi
! Bahan Konten melalui Papan
T s Informasi Tentatif Informasi Pengumuman,
Publik Publik website, PPID
KPU dan Media
Sosial

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat
dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan
KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;

7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Basung, 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

idih.kpu.go.id/sumbar/agam
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